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DwTAPI ada
kemungkinan.
juga aset-aset
tersebut tidak
kembali, karena

digunai<an untuk membay'ar:
utang-utang perusahaan. Kalau
masih ada yairg tersisa, itulah
yang naritinva dikembrlikan
kepada pemegang saham.

NBLLTYARTI
Kepala BPKAD Sumbar

PADANG, FIALUAN-D P RD kem bati
menyoroti dua Badan Usaha Milik Daetah
(BUMD) Pemerintah Provinsi Sumatra
Barat @emprov Sumbar) yang tak lagi
beroperasional, PT Andalas Tuah Sakaio
($!,S) {an PT Dinamika.sumbar Jaya
(DSJ). Pasalnya, penyelesaian aset-ter-
beng*.alar mil-ik kedua BUMD yang telah
dibubatkan pada20l8lalu itu hrngga kini
belum menemui titik terang.

I{etua DPRD Sumbar, Supardi me-
ngatakan, setelah peraturan daerah (perda)
pendiriannya dicabut dan dua perusihaan
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tersebut dibubarkan, DPRD meminta Femprov
menyegerakan pendataan, sertarmengembalikan
aset milik kedua perusahaan ke daerah. Namun,
hingga kini belum ada kejelasart'terkait hal
tersebut. I i,,

Menurutnya, lantaran pengeqibalian aser
BUMD ke daerah rak kunjung tuntas, peman-
faatannyaunruk hal larn juga tak bisa drlakukan.
Di lain sjsi,,iika sudah terdata dengaa baik sebagai
aset rnilik daerah, maka akan marirpu menda-
tangkan pend apatan bagj daerah.

"Kami berharap di zaman gubernur yang
sebelumnya (lrwan Pravimo, red) sudah seiesai-.

Tapi, kenyataannya hingga akhi(masa jabatan IP,
tak kuniung tuntas," u jar Supardtkepada Haluan,
Minggu(3/a). , i t

jir.-u iaal periode gubernur iebelumnya
persoalan aset duaBLtVID ini akbisd dfuuntaskart
ia berharap pada masa kepemimpu-ran Mahyedi,
hal ini bisa segera terselesa:kan. i\{eriurum}.4 iika
kepala daerah serius urituk mengqrusspenyelesaian
atas aset BUMD itu, maka tak akan butuh waktu
Iama, apalagsampai benahun-tahun.

'Tetak aset dua perusahaaniru juga ridakiauh-
iauh, masih dalam provinsi, di Kota Padang
malahan. Kalau mau serius pasti bisa cepat
penyelesaiannya. I{alau tidak serius, akan terus
bertele-tele," katanya.

Ia mengatakan, jlka peridataan atas aset
BUMD ini tak segera dirunraskag maka akan
beqpotensi menimbulkan kerugian bagr daerah.
Aset tersebut bisa saja dimanfaail<an oleh oknum
uk bertanggungjawabaaubisa hilang begtu saja.

"Kalau ddak disegerakan, jabatan kepala
daerah ini kan ada batisnya. Beigand gubeinur
dengan yang baru, berganti pul-a DFRD-nya.
Akibamy4 akan terjadi kepurusan informasi. Siapa

'yang akan bertanggungjarvab kalau kemudian
, aset tersebut hilang atau dimanfaatkan oleh pihak-
prhak yang tak seharusnya?" ucxpnya.

Anggota Komisi III DPRD Sumbar, Albert
Hendra Lukman menyampaikan, kareoa pembu-
batan dua perusahaan tetsebut sudah dilakukan
sejak 2018 lalu, harusnya penghitungan asetnya
juga sudah dituntaskan oleh Pemprov Sumbat

"Mestinya sudah selesai, dan dengan begitu
aset-aset itu bisa terselamatkan. Kalau ticlak terurus,
lama-lama bisa hilang, dan bisa berkurang nilai
ekonomisnya," kata Albert.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD
Sumbar, Ali Tanjung menyar.npaikan, hingga saat
ini Komisi III yang membidangi masalah aset

' metnang belum menerimalaporan tetkait hasil'pendataan dan pengalihan Lembali aser dua
BUMD itu menjadi milikdaerah.

"Kami sudah berkali. kali menanyakan. Saat

ditanlta, pihak Pempror. selalu menjawab akan
melaksanakan. Tapi nyatanya sampai sekarang

, Komrsi III masih belum menerima laporan. Oleh
kar enany a, kami minta disegerakan," ucapnya.

Ia menjelaskan, petaruran yang menginisiasi
berdidnya kedua BUNID miJik Pemprov itu
adalah Perda Nomor 15 Tahun 2007 tentang
Pendirian PT Dinamika SumbarJaya dan Perda
Nomor 1 3 Tahun 2007 tentang Pendnian PT ATS.
, Dalam rapat paripurna DPRD yang diiaksa-
nakanpada2Februari 20i 8, kedua perda tersebut
resmi dicabut, yang kemudian diiringi dengan
penutupan PT ATS dan PT DSJ. Kedua BUN{D
ini ditutup, karena berdasarkan kajian keduan,va
tak bisa bettahan dalam menjalankan usaha
masing-masing. Setiap tahun, kedua perusahaan
itu selalu merugi dan tak mampu memberi
kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah eAD).
Kayian rru ;uga didukung dengan kinerja keuangan
PT ATS dan PT DSJ yang selalu mendapat
catatan dalam laponn audit Badan Pemeriksa
I(euangan (BPI$.

MasihProses Likuidasi
Telpisatt, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daenh (BPKAD) Sumbar, Deliyafti
mengatakarE saat ini proses penyelesaian persoalan
aset PT ATS dan PTDSJ masih dalaln ahaplikuidasl

Ia menyebut, saat ini tim likuidasi masih
berupaya menyelesaikan selumh utang piutang
perusahaan, Seteiah seluuh persoalan utang
piutang tersebut diselesaikan, barulah diadakan
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terakhir.
Pada RUPS tersebut akhn dilakukan penyerahan
aset kepada p ara pemegarrgsaham.

'Jadi, aset-aset yang tersisa setelah proses
iikuidasi akan diserahkan kembali kepada
pemegang saham, termasuk di dalamnya Pemprov
Sumbar. Nah, seteiah itu selesai, baru.lah dilaporkan
kepada I(ementerian Hukum dan HAM (I(e-
menkumham) unruk pembubarannya secara
resmi," kata saat dihubungS Haluan,Senin (a/a).

kbih iauh, ia menjelaskan, aset miiik BUMD
tersebut merupakan aset yang telah dipisahkan,
yang menjadi penyertaan modal oleh Pemprov
Sumbar ke perusahaan bersangkutan. Dengan
kata Iain, bukan termasuk aset yatrg terdata di
Pemprov.

Ketika BUMD betsangkutan dibubarkan,
maka aset-aset tersebut akan dikembalikan kepada
Pemprov Sumbar. 'Tapi ada kemungkinan juga
aset-aset tersebut tidak kembali, karena digunakan
untuk membayar utang-utang perusahaan. Kalau
masih ada yang tersisa, itulah yang nantinya
dikembalikan kepada pemegang saharnl' katxrya.
(h/len/dan)


